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DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019

Jurnal ini membahas mengenai tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu
presiden (pilpres) 2019. Jurnal ini mencoba melihat demokrasi Indonesia melalui
fenomena pilpres 2019 yang merupakan salah satu sarana untuk memilih pemimpin
secara demokratis. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung
dipengaruhi beberapa faktor, misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-
kekuatan politik.

Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan
prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan
individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, pilpres
langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan
tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut. Oleh karena itu, dalam studi
ini pilpres dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata, melainkan juga
sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi di tingkat nasional. Sebagai
instrumen pendalaman demokrasi, pilpres merupakan upaya penciptaan
pemerintahan yang efektif pasca pemilu.

Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan
pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu
bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test
case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang
terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal itu. Semua pihak harus berkomitmen
untuk selalu meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara prosedural, melainkan
juga secara substansial. Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi
dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu,
parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di
satu sisi dengan adanya presidential threshold (PT) mereka harus berkoalisi dalam
mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presidennya
(cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang
secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif.

Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting
stakeholders terkait pemilu dan juga elemen-elemen kekuatan lainnya seperti civil
Society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Independensi,
kedewasaan dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal forces) tersebut



sangat diperlukan. Civil society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu
dan hasilnya. Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan
melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat.

Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai
politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan
daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk
memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan
karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada
tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut.
Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun
melalui pemilu a semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu
yang damai. Sebaliknya semakin prosedural demokrasi yang terbaru melalui pemilu
akan semakin besar pula kepercayaan publik dan semakin rentan sengketa/konflik
yang akan muncul.

Sejauh ini Indonesia mampu melaksana pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2
yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang
dipersoal menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas
memerlukan parpol koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini pen karena pemilu tidak
hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, dan damai, tapi juga
menjadi taruhan ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang
cukup besar dalam meja pemilu serentak 2019 membuat konseli demokrasi yang
berkualitas sulit terbang Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan.
Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum
mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi
substantif.



